Perjanjian pranikah atau prenuptial
agreament masih terbllang asing di tengah
masyarakal Indonesia. Bahkan pembuataniya,
bagi sebagian orang, lerkesan labu dan egols.
Padahal, sejatinya perjanjian ini melindungl kedua
pasangan bilamana terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, seperl perceralan atau kematian dengan
mempertimbangkan beberapa aspek.

ALAMmembuatdanmelakukanperjanjian

pranikah haruslah memperlimbangkan
beberapa sisl aspek diantaranya; keterbukaan
didalam mengungkapkan semua detil  kondisi
keuangan masing-masing pasangan balk sebelum
maupun sesudah pernikahan, dengan merujuk
juga kepada berapa banyak jumlah harta bawaaan
masing-masing pihak (pasangan) sebelum menikah
dan juga menghitlung bagaimana dengan potens|
pertambahannya sejalan  dengan  meningkalnya
penghasilan ataw karena hal lain misalnya menerima
warisan dari orang tua masing-masing pasangan.

GEREJA BERSIKAP NETRAL

Menjawab pertanyaan bagaimana Gersja
menyikapl perjanjian pranikah, Rm.
Agustinus Tri Edy Warsona, Pr,
Dosen Hukum Gereja Fakullas Teo-
logl Universitas Sanata Dharma Yog-
yakarla mengemukakan, perjanjian
pranikah merupakan perdanjian  bi-
lateral antara dua orang yang menu-
rul hukum positif mampu, dalam hal
inl calon pasangan suami-istrl, yang
harus dinyalakan secara legitim di
hadapan notaris dan dua srang sak-

pasangan menjad suami-ister yang sah, khususnya
dalam hubungan dengan segala implikasi yuridis
terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan,
lermasuk mengalur dan menyelesalkan sengketa
suami-ister jika terjadi pereeralan dikemudian hari.
“Memang lidak mudah mengelahul secara
pasti apa yang menjadi alasan yang melatarbelakangi
adanya perjanjian pranikah inl. Pada umumnya Ke-
inginan untuk membuat perjanjian pranikah ini datang
dari calon pasangan yang secara ekonomi mapan
dan memiliki harta serta warisan yang lebih besar.
Perjanjian ini dapat juga dibuat oleh seorang janda
atau duda yang hendak menikah lagl tetapl ingin
memberikan kekayaannya kepada anak-anak dari
perkawinannya yang lerdahuly,” ujar Rome Tri.
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Rm. Agustinus Tri Edy Warsono, Pr

"Geraeja Katolik untuk
sementara ini bersikap
netral terhadap perjanjian
pranikah. Gereja tidak
pernah melarangnya,
namun juga tidak
menganjurkannya, -

sebab tanpa perjanjian
pranikah semacam itu
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sl ternyata banyak pasangan

Parjanjian ini dibuat untuk me-

suami-isteri hidup dalam

ngatur berbagal efek hukum setalah  perkawinan yang bahagia. *

22 m Tahun 74 - No.03 - FEBRUARI - | - 2024

Lebih lanjut dikatakan, bagi mereka yang
hendak menikah untuk pertama  kalinya, tetapi
tidak ingin kekayaan yang diperolehnya selama ini
hilang begilu saja jika lerjadi perceraian, perjanjian
pranikah ini menjadi solusi yang lerbaik. Maksudnya
adalah dengan membuat perjanjian seperll ini, maka
jika terjadi perceralan, masing-masing pasangan
memiliki harta untuk bekal hidup selanjutnya.

Memang bagi sebagian crang, masih menurat
Rome Tr, perjanjian pranikah ini bisa menjadi ins-
trumen banly dalam menyelesalkan perscalan
suami-ister yang menyangkut harta benda di forum
pengadilan sipil ketika terjadi perceraian. Akan tetapi
di lain pihak, dari perspektifl hukum perkawinan Ge-
reja Kalolik, perjanjian pranikah perlu mendapat be-
berapa calatan sebagai bahan pertimbangan,

Perlama, Gereja lidak memilki larangan
eksplisit menyangkut perjanjian pranikah, bahkan
dalam kasus khusus, peranjian  seperli  ini
diperbelehkan, misalnya dalam kasus duda atau
janda yang akan menikah dan keduanya memiliki
anak-anak darl perkawinan yang terdahulu.

Dalam hal inl, peranjian pranikah adalah
sah demi menentukan mana harla warisan yang
menjadi hak masing-masing anak jika salah seorang
darl mereka meninggal dunia. Perjanjian pranikah
tersebul dapal menjadi jaminan hukum yang pasti
untuk mengatur harta milik yang diperoleh selama
perkawinan terdahulu.

Kedua, walaupun adasisi positifdari perjanjian
pranikah ini, akan tetapi kita dapal mengajukan
peranyaan apakah kebersamaan seluruh hidup
{consortium totius vitae ) alau persekuluan intim hidup
dan cinta di antara suami-ister, yang merupakan
dasar dan syaral mullak agar lujuan perkawinan
dapal lerwujud, sungguh-sungguh dapat teramin
sementara harta tetap dipisah?

Apakah peranjian seperti ini idak membawa
risiko lertentu mengingal bahwa pihak yang nolabene
mermiliki hara yang lebih besar dar pasangannya
biza saja tidak mau berbagi pemanfaatan atau peng-
gunaan harta kekayaan untuk kesejahleraan pa-
sangan dan anak-anak?

—
Pada umumnya keinginan untuk membuat
perjanjian pranikah ini datang dari calon
pasangan yang secara ekenomi mapan

Ketliga, perjanjian pranikah yang isinya berkal-
lan dengan prasyaral lerlentu mengenal sesuatu di
masa depan yang dibubuhkan pada kesepakalan
rikah, dapal menjadikan kesepakalan nikah {con-
sensus) il cacal. Jika seorang calon suami alau
steri dengan tahu dan mau menyatakan bahwa dia
ingin menikahi tetapi dengan memberikan sebuah
syaral di masa mendatang, kesepakatan nikahnya
sacara hukum tidaklah sah.

Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1102 §1 yang
menyatakan: ‘Perkawinan tidak dapat dilangsungkan
secara sah dengan Syaral mengenal sesualu yang
akan datang”, apalagi jika prasyarat di masa depan
didasarkan pada harapan akan sebuah perceraian.

Maka sungguh bertentangan dengan prinsip
fundamental dari indissclubilitas (lak-lerceraikannya)
perkawinan barang siapa yang berjanji untuk mem-
bangun hidup bersama sekali selamanya, namun
di sisl lain tetap mengantisipasi kemungkinan untuk
berceral.

“Memang sejauh ini belum ada aturan atau
pedoman yang jelas mengenal boleh-lidaknya
melakukan peranjian pranikah dar Gereja Katolik.
Gergja Katolik untuk sementara inl bersikap netral
terhadap perjanjlan pranikah. Gereja tdak pernah
melarangnya, namun juga tidak menganjurkannya,
sebab lanpa perjanjlan  pranikah semacam il
lernyala banyak pasangan suami-isteri hidup dalam
perkawinan yang bahagia. Karena cinta dan demi
cinta mereka rela berbagi suka-duka, berbagi ke-
lebihan dan kekurangan bersama,” jelas Romo Tri.
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